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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR                

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 TAHUN 2013 

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA 

NUKLIR NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PENATAUSAHAAN 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENGAWAS 

TENAGA NUKLIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan 
pelayanan dalam rangka penatausahaan penerimaan 
negara bukan pajak di lingkungan Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir, beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak, dipandang perlu dilakukan 
perubahan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu 
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Tenaga Nuklir tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 3 
Tahun 2012 tentang Penatausahaan Penerimaan 
Negara Bukan Pajak; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang 
Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676); 
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3687); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3760); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga 
Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4993); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang 
Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan 
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 
Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4995); 

9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden  Nomor 3 Tahun 
2013; 
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